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Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Ketua DPRD Provinsi
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
di -

SELURUH INDONESIA
SURAT EDARAN
Nomor 900/4627/87
tentang

Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomgr 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Sehubungan dengan adanya dinamika pemahaman terhadap pelaksanaan Pasal

298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1s

Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,
kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa
Belanja Hibah dapat diberikan kepada: '

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi
yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan

kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa
Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau
yayasan.



. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa
Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan hahwa Badan hukum
yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa Organisasi
Kemasyarakatan berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan
pengesahan badan hukum. '

8. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa pada saat

Undang-Undang ini berlaku:

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebtelum berlakunya
Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini;

b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdagarkan Staatsblad
1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum
(Rechtspersoonlijkkheid van Vereenigingen) yang berdiri gebelum Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya
sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini; ‘

c. Surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini
berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing, warga
negara asing bersama warga negara Indonesia, atau badan hukum asing yang
telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

. Memperhatikan ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 8, maka
dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efekiifitas
dan menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka disampaikan bahwa yang dimaksud
dengan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia sebagai berikut:

a. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah:

1) badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2) badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan
oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; dan



b. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Terkait dengan itu, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan

Tembusan Yth:
1.

serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, efisiensi, transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial yang tercantum dalam
Peraturan Daerah tentang APBD sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014, maka berlaku ketentuan bahwa penyediaan anggaran belanja hibah
dan bantuan sosial dilaksanakan sepanjang telah dilakukan evaluasi dan
mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD terkait, memperoleh pertimbangan
dari TAPD dan tercantum dalam KUA/PPAS tahun anggaran berkenaan sesuai
maksud Peraturan Menteri Dalam ‘Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
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. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik IndoneSIa
. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.



